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• water dispenser
• Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)
• Kursi roda

Dilakukan oleh atasan langsung 

❖ Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:
1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) upik@iogiakota.go.id

b) Sms ke 08122780001
2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, JI. Batikan

20 Y ogyakarta

3. E-mail: ppa(a)jogfakota.go.icl

4. Telepon: (0274) 514419

5. Hotline Service SIKAP 08112857799

Kotak saran/pengaduan. 

1. Formulir SKM.
❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan

ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut

a) Cek administrasi;

b) penjangkauan lapangan;

c) Koordinasi internal /ekstemal;

d) Koordinasi instansi terkait
❖Responsifpengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya

pengaduan:

❖ Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan

yang ada.

1 orang 
a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,

.

b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten di

bidang tugasnya.

Dijamin kerahasiannya 

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir

SKM untuk diisi.

b. Pengumpulan dan pengolahan data.

c. Analisa data dan evaluasi.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
kedisiplinan.

Waktu pelayanan • Senin -Kamis: 08.00-15.30 WIB 

• Jumat : 08.00- 14.30 WIB 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal : .;,..') r\Q1'"C'� h:, 2'l 
Kepala 

f'l7l'!!ll1t 
__) 

EDY MUHAMMAD 



Layanan Penjangkauan korban 
Lampiran II 

Nomor 
Tanggal 

: Keputusan Ka. DP3AP2KB 
Kota Yogyakarta tentang SPP 
di UPT PPA Kota Yogyakarta 

: r;,o /'CPn(DPslt.Pil-K.f!:>/111/zciL
: )l_) 1---\are/ Jo l-Z. 

A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pennen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT 
PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan 
perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, 
penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan 
Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT 
PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota 
Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Y ogyakarta. 

B. STANDARPELAYANAN
Jenis Pelayanan Penjangkaun korban

j� .� .. .. ;>", 

1. Dasar Huk:um 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang;

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di

Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun

2016;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan

Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan

Perlindungan Perempuan dan Anak

8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

9. Peraturan Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;

10. Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan
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Kotak saran/pengaduan. 
1. Formulir SKM.

❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan

ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi;

b) penjangkauan lapangan;
c) Koordinasi internal /ekstemal;
d) Koordinasi instansi terkait

❖ Respoosif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya

pengaduan
! 

❖ Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan

yang ada.

110 orang

a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,
b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten di

bidang tugasnya.

Dijamin kerahasiannya 

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan mekanisme, sebagai berikut:
a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir

SKM untuk diisi.
b. Pengumpulan dan pengolahan data.

c. Analisa data dan evaluasi.
d. Tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
kedisiplinan.

• Senin-Kamis: 08.00- 15.30 WIB
• Jumat : 08.00- 14.30 WIB 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal : ;i.:i r,_q,e -1 ;on 
Kepala 

EDY MUHAMMAD 






























































